
1 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

1. Mengingat 

a. bahwa dalam rangka rnenindaklanjuti Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelaniran, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati 
terhadap mekanisrne pelayanan penerbitan akta 
kelahiran untuk memberikan kemudahan-kemudahan 
proses dan akses pelayanan penerbitan akta kelahiran 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; 

b. bahwa terhadap pembcrian kernudahan-kemudahan 
proses dan akses pelayanan akta kelahiran untuk 
sekaligus mendorong peningkatan cakupan 
kepemilikan akta kelahiran, perlu . disusun suatu 
peraturan mengenai pedoman mekanisrne Percepatan 
Pelayanan kepernilikan akta 'kelahiran di Kabupaten 
Kolaka Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perccpatan 
Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten 
Kolaka Timur; 

Mcnimbang 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERCEPATAN PELAYANAN KEPEMILIKAH AKTA KELAHIRAN 

DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

PERATURAN BUPATI KOLAKA Tll~UR 
NOMOR \'.) TAHUN 2019 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undangundang Nomar 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan .Anak menjadi 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5946); 

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

A 

Repu blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 f Lernbaran Negara Republik · 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang -Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan K.abupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tarnba.ho.n Lernbaro,n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 

4. Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah \Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor · 244,Tambahan 
Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Ncrnor 9 Tahun 2015 tentang 
Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pemedntahan. Daerah (Lernbru-an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
58 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

' Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah yang mcmpunyai tugas pokok, fungsi, dan unsur 
tertentu di daerah 
Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kolaka Timur. 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur. 
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan periataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokurnen dan data kependudukan 
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependuduka.n, serta pendayagunaan 
hasilnya hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. 

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang 
-orang Bangsa Indonesia ash dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

8. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta 
bertempat tinggal di Daerah sesuai dungan Peraturan perundang 
undangan. 

9. Dokumen Kependudukan adalah dokurnen resrni yang diterbitkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang rnernpunyai 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN 
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Tahun 2007 Nomor 80, tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736}; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

7. Pennendagri Nornor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; 
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kekuatan hukurn sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

10. Sistem Informasi Adrninistrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan kornunikasi untuk memfasilitasi peng~Io;aa.n informasi 
aclministrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 

1 11. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami 
oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

12. Peristiwa Pen ting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi 
kelahiran, kernatian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan 
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, 
perubahan status kewarganegaraan. 

13. Petugas Regisu·asi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan 
pertstiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian Data 
Kependudukan di desa/kelurahan. 

14. Akta Pen ca ta tan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti 
autentik rnengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, 
Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan anak. 

15. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang rnemuat data autentik 
mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani 
oleh pejabat berwenang berdasarkan kctcntuan Peraturan Perundang 
undangan. 

16. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil 
yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. 

17. Kartu Kcluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan 
dalarn keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el 
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
I nstansi Pelaksana 

19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan 
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada 
Peraturan Perundang-undangan. 

20. Pemohon adalah orang tua atau wali yang sah menurut Peraturan 
Perundang-undangan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten 

Ii 
'· 
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Kolaka Timur yang mengajukan pennohonan Pembuatan Akta 
Kelahiran. 

21 . Penolong Kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran 
diluar medis. 

22. Pengajuan permohonan secara regular adalah permohonan 
pencatatan kelahiran yang diajukan sendiri-sendiri oleh pemohon dan 
disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

23. Pengajuan Perrnohonan secara kolcktif adaiah permohonan 
pencatatan Kelahiran yang diajukan Jebih dari satu pemohon yang 
diajukan/disampaikan oleh mitra secara langsungj tidak langsung 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

24. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran 
yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran. 
adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua 
kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas 
kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang 
saksi. 

25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai 
Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran 
sebagai pasangan suami isteri adalah pemyataan yang dibuat oleh 
orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh 
atas status hubungan perkawinan seseorang,. dengan diketahui 2 
(dua) orang saksi dan status hubungan perkawinan tersebut telah 
tercanturn dalarn Kartu Keluarga. 

26. Saksi dalam Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mu~lak adaJah orang 
yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak. 

27. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
merniliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

28. Kecarnatan atau yang disebut dengan nam.a lain adalah bagian 
wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 

29. Petugas Din as di Kecamatan adalah operator SIAK dan I atau 
Operator KTP-el yang ditugaskan di kantor Keca.matan. 

30. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja pada Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka 
Timur, Klinik bersalin, Bidan Praktek Swasta, Dinas Pendidikan, dan 
Dinas Sosial yang telah bekerjasama dengan Dinas untuk melakukan 



Pasal 3 

1) Ruang Lingkup Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan 
Akta Kelahiran merupakan sebagian proses pelaksanaan pelayanan 
Akta Kelahiran yang dilaksanakan oleh mitra pada: 
a. Dinas Kesehatan; 
b. Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur; 
c. Klinik Bersalin: 
d , Bidan Praktek Swasta; 
e. Dinas Pendidikan; 
f. Dinas Sosial; 
g. PATEN; 
h. Pemerintah Desa/Kelurahan. 
Mitra sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) melakukan dan/atau 
rnemfasilitasi pengajuan pennohonan secara kolektif percepatan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran; . 
Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran 
dengan rnitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.b.c.d,e 
dan f dilaksanakan setelah rnelakukan kerjasama yang dituangkan 
dalam perjanjian kerjasama antara dinas dengan mitra. 

1) Percepatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran ini 
dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di 
iingkungan Pemerintah Daerah dan di luar lingkungan Pemerintah 
Daerah dalam memberikan bantuan fasilitasi pelayanan 
pencatatan/penerbitan akta kelahiran sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-rnasing. 

2) Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan; 
b. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; dan 
c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta 

Kelahiran sehingga pencatatan tepat waktu. 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 

Bab II 

fasilitasi pelayanan pengajuan permohonan · secara kolektif 
pencatatan akta kelahiran. 

; 31 . Loker Pelayanan Adrninistrasi Terpad u Kecarna tan yang selanj u tnya 
I disebut loket PATEN adalah Loket yang menyelenggarakan pelayanan 
j publik di kecamatan. 

I 

I 

r 
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1) Penduduk mengajukan permohonan dengan .mer~gisi Formulir Surat 
Keterangan Kelahiran (F2.01) dengan format sebagaimana tercantum 
dalarn lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

2] Pengajuan permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilarnpiri persyaratan sebagai berikut: 
a. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Pcrkawinan ora-rg tua; 
b. Dalam hal persyaratan berupa akta nlkah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan 
suami isteri, dengan format sebagaimana tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yar-g tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini; 

c. Foto copy KK yang berbasis NIK Nasional; 
d. Foto copy KTP-el Orang Tua /Wali/Pelapor; 
e. Foto copy KTP-el seluruh saksi apabila pemohon melampirkan 

persyaratan sebagairnanadirnaksud pada huruf b. 
3) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Petugas : 
a. Menerbitkan Keterangan Kelahiran dari UPT Kesehatan dan 

jaringannya; 
b. Menerima dan meneliti Forrnulir Surat Keterangan Kelahiran 

! (F2.01) beserta berkas kelengkapan persyaratan pelaporan 
kelahiran; 

c. Menyusun daftar nominatif pemohon; 
d. Mengirim berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dengan dilengkapi Keterangan Kelahiran sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a ke Loket PATEN untuk proses lebih 
lanjut. 

Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran pada Dinas 
Kesehatan melalui UPT Dinas Kesehatan dan jaringannya 

Pasal 5 

Bagian Kesa.tu 

PENCATATAN KELAHIRAN i 
I 
i 

;rercepatan Pengurusan dan Penerbita.n Akta Kelahiran sebagairnana 
.dirnaksud dalam Pasal 3 tidak dipungut biaya. 
I 

I BABlli 
TATA CARA PER.~OHONAN DAL~ PERSYARATAN 

Pasal 4 



~ 
! 
I 

1) Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi Forrnulir Surat 
Keterangan Kelahiran (F2. 01). 

2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri persyaratan sebagai berikut: 
a. Foto copy Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan orang tua; 
b. Dalam hal persyaratan berupa .akta nikah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak 
terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai 
pasangan suarni isteri; 

c. Foto copy KK orangtua yang berbasis NIK Nasional; 
d. Foto copy KTP-el Orang Tua /Wali/ Pelapor; 
e. Foto copy KTP-el seluruh saksi apabila pemohon melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 
3) Berdasarkan permohonan pencatatan kclahiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Petugas : 
a. Menerbitkan Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit; 
b. Menerima dan meneliti Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

(F2.0l) beserta berkas kelengkapa.:r; persyaratan pelaporan 
kelahiran; 

c. Menyusun daftar nominatif pemohon; 
d. Mengirim berkas persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat 

( 1) dengan dilengkapi Keterangan Kelahiran se bagaimana 
dimaksud pada huruf a ke Loket PAT8N untuk proses lebih 
lanjut. 

e. Memberikan resi/ tanda terima berkas permohonan 
pencatatan/ penerbitan akta kelahiran kepada pemohon. 

Bagian Kedua 
Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelabiran Melalui Rumah 

Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur 

Pasal 6 

e. Memberikan resi/ tanda terima bcrkas permohonan pencatatan/ 
penerbitan akta kelahiran kepada pemohon dengan format 
sebagaimana tercantum dalarn lampiran dan merupakan bagian· 
yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

I' 
I 
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Bagian Keempat 
Tata Cara dan Persyaratan Pencatata.n If.elah~ran pada Dinas 

Pendidikan melalui UPT Dinas Pendidikan 

Pasal 8 

1) Penduduk mengajukan permohonan dengan rnengisi Formulir Surat 
Keterangan Kelahiran (F2. 01). 

2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri persyaratan sebagai berikut : 

kelahiran; 
c. Menyusun daftar norninatif pemohon; 
d. Mengirirn berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) dengan dilengkapi Keterangan Kelahiran sebagaimana 
I 

dimaksud pada huruf a ke loket pelayanan PATEN untuk proses 
lebih lanjut; 

e. Mernberikan resi/ tanda terirna berkas permchonan 
pencatatarr/ penerbitan akta kelahiran kepada pemohon. 

2) 

1) 

Bagian Ketiga 
Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelahh-an Melalui Klinik 

Bersalin dan Bidan Praktek Swasta 

Pasal 7 

Penduduk mengajukan permohonan dengan rnengisi Formulir Surat 
Keterangan Kela hi ran (F2. 0 1). 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilarnpiri persyaratan sebagai berikut : 
a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan orang tua; 
b. Dalarn hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta 

perkawinan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a tidak 
terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai 
pasangan suami isteri; 

c. Fotocopy KK orangtua yang berbasis NIK Nasional; 
d. Fotocopy KTP-el Orang Tua /Wali/Pelapor; 
e. Fotocopy KTP-el seluruh saksi apabila pemohon melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 
3) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Petugas : 
a. Menerbitkan Keterangan Kelahiran dari Klinik Bersalin/Bidan 

Praktek Swasta; 
b. Menerima dan meneliti Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

(F2.0 l) beserta berkas kelengkapan persyaratan pelaporan 

I 
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Bagian Kelima 
Tata Cara Permohonan dan persyo.ratan Pencatatan 

Kela.hi.ran melalui Dinas Sasial 

Pasal 9 

Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi Forrnulir Sutat 
Keterangan Kelahiran (F2.0l}. 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l} 
dilampiri persyaratan sebagai berikut: 
a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan/ Penolong 

Kelahiran; b surat keterangan lahir dari 
b. Dalam hal persyaratan erupa di al d da 

Ookter/Bidan/Penolong Kelahiran sebagaimana im csu pa 

a. Surat keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong 
Kelahiran. 

b. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari 
Dokter /Bidan/ Penolong Kelahiran sebagaimana dimaksud huruf 
e tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM Kebenaran Data 
Kelahiran dengan format sebagairnana tercantum dalarn 
larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

c. Fote copy Kutipan Akta Nikahj Perkawinan orang tua; 
d. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak 
terpenuhi, pemohon melampirkan SPT JM kebenaran sebagai 
pasangan suami isteri; 

c. Fote copy KK yang berbasis NIK Nasional dimana narna yang 
akan dicatatkan kelahirannya tercantum; 

f. Foto copy KTP-el Orang Tua /Wali/ Pelapor; 
g. Foto copy KTP-el seluruh saksi apabila pernonon melarnpirkan 

persyaratan sebagairnana dimaksud pada huruf b dan huruf cl. 
Berdasarkan perrnohonan pencatatan kelahiran sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1), Petugas : 
a. Menerima dan meneliti Forrnulir Surat Ketcrangan Kelahira n 

(F2. 01) serta ber kas kelengka pa 11 persyara tan pelaporan 
kelahiran; 

b. Menyusun daftar nominatif pemohon; 
c. Mengirim berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ke Loket PATEN untuk proses Ieoih lanjut; 
d. Memberikan resi/ tanda terirna berkas pcrmohonan pencatatan/ 

pencrbitan akta kelahiran kepada pemohon. 

1 
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Penduduk mengajukan permohonan dengan rnengisi Formulir Surat 
Keterangan Kelahiran (F2.01). 
Pengajuan perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri persyaratan sebagai berikut: 
a. Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan/Penolong Kelahiran; 
b. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari 

Dokter /Bidan/Penolong Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 1 

huruf a tidak terpenuhi, pernohon melarnpirkan SPT JM 
kebenaran data kelahiran; 

c. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan orang tua; 
d. Dalam ha1 persyaratan berupa akta nfKah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak 
terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai 
pasangan suami isteri; 

1) .. 
·~ 

; 
'· 

Bagian Keenam 
Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelahb:an Melalui Pelayanan 

Administrasi' Terpadu Kecamatan 

Pasal 10 

huruf a tidak terpenuhi, pemohon melarnpirkan SPTJM 
Kebenaran Data Kelahiran; 

c. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan orang tua; 
d. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi, 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan 
suami Isteri: 

e. Foto copy KK yang berbasis NIK Nasional dimana nama yang 
akan dicatatkan kelahirannya tercantum; 

f. Foto copy KTP-el Orang Tua /Wali/Pelapor; 
g. Foto copy KTP-el seluruh saksi apabila pemohon melarnpirkan 

persyaratan sebagaimana dirnaksud pada huruf b dan huruf d. 
3) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Petugas melakukan: 
a. Menerirna dan meneliti Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

(F2.01) serta berkas kelengkapan pcrsyaratan pelaporan 
kelahiran; 

b. Menyusun daftar norninatif pemohon; 
c. Mengirim berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ke Loket pelayanan PATEN untuk proses lebih lanjut; 
d. Memberikan resi/ tanda terima berkas permohonan pencatatan/ 

penerbitan akta kelahiran kepada pemohon 

J~ 
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Penduduk rnengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Surat 
Keterangan Kelahiran (F2.0l). 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarnpiri persyaratan sebagai berikut: 
a. Ketera.ngan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran; 
b. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari 

Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran sebagrumana dirnaksud pada 
huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran 
data -kelahiran; 

c. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Perka·..vinan orang tua; 
d. Oalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta 

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak terpenuhi. 
pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suarm 
isteri; 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran Melalui Pelayanan 

Pemerintah Desa/Kelurahan 

Pasal 11 

e. Foto copy KK yang berbasis NIK Nasional dimana nama yang 
akan dicatatkan kelahirannya tercantum; 

f. Foto copy KTP-el Orang Tua /Wali/Pelapor; 
g. Foto copy KTP-el seluruh saksi apabila pernohon melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d. 
3) Berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana 

dimaksud dimaksud pada ayat ( 1), Petugas Dinas : 
a. Menerima dan rneneliti Formulir Surat !.(eterangan Kelahiran 

(F2.01) serta kelengkapan berkas persyaratan pelaporan kelahiran 
yang disampaikan oleh pemohon perseorangan atau pemohon 
kolektif melalui Dinas Kesehatan, Rurnal. Sakit yang ada diwilayah 
Kabupaten Bandung, Klinik Bersalin, Biaan Praktek Swasta, Dinas 
Sosial, Din as Pend id ikan, dan Pern eri n tah Desa/ Kel urahan. 

b. Menyerahkan Formulir (1"2.01) sebagaimana dimaksud pada huruf 
a yang telah diisi Iengkap beserta berkas persyaratan kepada 
Petugas Dinas untuk diverifikasi; 

c. Petugas Dinas menginput data permohonan hasil verifikasi 
kedalam sistem SIAK; 

d. Menyusun daftar nominatif pemohon dan menyampaikan ke 
Dinas beserta kelengkapan berkas persyaratan . 
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